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ABSTRAK 
 Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 
yang mempunyai sanksi pidana. Kekerasan merupakan semua bentuk perilaku  yang 
dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain sehingga menyebabkan efek negatif 
secara fisik maupun psikologis pada orang yang menjadi sasarannya. 
Penelitian ini bertujuan untuk : Mendiskripsikan pengaturan tindak pidana 
kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum kepolisian resort 
tegal. Mengkaji upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di 
wilayah hukum kepolisian resort tegal. 
Jenis penelitian ini menggunakan kepustakaan “library research” pendekatan 
dalam penelitian ini adalah normatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara 
dan peraturan perundang-undangan untuk data primer, serta penelusuran secara 
kovensional dan “online” untuk data sekunder. dan di analisis dengan metode data 
kualitatif. 
Hasil penelitian ini kekerasan seksual dalam hukum postif di atur dalam 
Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 
tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak.  Upaya kepolisian resort tegal  menggunakan upaya preventif 
dan represif,  dengan melakukan upaya preventif  penyuluhan dan sosialisasi kepada 
masyarkat dan menjamin rasa aman bagi anak, sedangkan upaya represif 
Perlindungan represif yang dilakukan dalam melaksanakan bentuk pelayanan 
terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, bertujuan untuk memberikan 
dan menjamin keselamatan fisik dan psikis korban sebagai pelapor atau saksi korban. 
 Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua yang membutuhkan di 
lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal 
 
Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Perlindungan anak, Penegakan hukum
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ABSTRACT 
 A criminal act is an act that is prohibited by a legal rule that has a criminal 
sanction. Sexual violence is all forms of behavior carried out by a person towards 
another, causing negative physical and psychological effects on the person who is the 
target. 
This study aims to: Describe the regulation of criminal acts of sexual violence 
against children that occur in the jurisdiction of the Tegal Resort Police. Assessing 
efforts to prevent criminal acts of sexual violence against children in the jurisdiction 
of the Tegal Resort Police. 
This type of research uses a "library research" approach in this study is 
normative. Data collection techniques through interviews and statutory regulations 
for primary data, as well as conventional and "online" searches for secondary data. 
and analyzed using qualitative data methods. 
The results of this study sexual violence in positive law are regulated in Law 
Number 35 of 2014 regarding the amendment to Law Number 23 of 2002 concerning 
Child Protection. Law Number 17 Year 2016 Concerning the Second Amendment to 
Law Number 23 Year 2002 Concerning Child Protection. The efforts of the Tegal 
resort police use preventive and repressive measures, by making efforts to prevent 
counseling and outreach to the community and guarantee a sense of security for 
children, while repressive efforts. the physical and psychological safety of the victim 
as a reporter or victim witness. 
Based on the results of this research are expected to be material information 
and feedback to students, academics, practitioners, and all who are in need in the 
Faculty of Law, University of  Pancasakti Tegal. 
 
Keyword : Sexual violence, child protection, law enforment 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
 
Perlindungan anak indonesia berarti melindungi potensi sumber daya 
insani dan membangun manusia indonesia seutuhnya, menuju masyarakat 
yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1
. Upaya-upaya 
perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat 
berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan dan negara. Anak berhak atas 
perlindungan-perlindungan hidup yang dapat membahayakan atau 
menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
2
 Perlindungan 
anak adalah segala kegiatan untuk menjamin melindungi anak dan hak-haknya 
agar dapat hidup, tumbuh berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai 
dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan diskriminasi. 
Kekerasan adalah semua bentuk perilaku verbal maupun non verbal 
yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain sehingga menyebabkan 
efek negatif secara fisik maupun psikologis pada orang yang menjadi 
sasarannya. Kekerasan objeknya adalah anak sebagai sasaran perilaku 
kekejaman seseorang yang menimbulkan sakit dan penderitaan pada fisik, 
                                                             
1
 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pres, 2012, hlm. 1. 
2
 Ibid. 
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psikis, maupun sosial anak, bahkan dapat menimbulkan cacat atau bahkan 
dapat menghilangkan nyawa anak, kekerasan pada anak biasanya dilakukan 
orang tua, keluarga, tetangga sekitar rumah
3
. 
Kekerasan pada anak biasanya dalam bentuk kata-kata kasar, 
pemukulan, penelantaran, dan kekerasan seksual. Bentuk kekerasan pada anak 
sebagaimana dalam pembahasan di atas, menjelaskan bahwa bentuk kekerasan 
emosi penolakan dari orang-orang yang dekat secara emosional dengan anak 
untuk memberikan perhatian, cinta, dan kasih sayang pada anak, sehingga 
membuat perasaan anak tidak bahagia, sedih, tertekan, dendam, benci, dan 
tidak suka pada orang tersebut. Kekerasan verbal atau kekerasan dengan kata-
kata yaitu seseorang yang mempunyai hubungan dekat dengan anak 
mengeluarkan kata-kata kasar atau kata yang tidak disenangi, menyakitkan, 
atau kata-kata yang mengecewakan perasaan anak
4
. 
Sedangkan pengertian kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk 
perlakuan menyakitkan secara fisik, maupun emosional, penyalahgunaan 
seksual, pelalaian, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang 
mengakibatkan cedera atau kerugian nyata maupun potensial terhadap 
kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang, maupun 
                                                             
3
Rianawati, Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan pada Anak, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, 
Nomor 1, 2015, hlm. 3-6. 
4
Ibid., hlm. 5. 
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martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan-hubungan tanggung 
jawab, kepercayaan, atau kekuasaan
5
. 
Bentuk kekerasan lainnya adalah kekerasan fisik yang ditujukan pada 
tubuh anak, sehingga dapat melukai atau membuat cacat bahkan dapat 
menghilangkan nyawa anak, kekerasan ini dilakukan dengan pemukulan 
dengan bantuan alat, penamparan pipi, mencubit, melukai anak dengan alat-
alat berbahaya, yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang yang 
mempunyai hubungan dekat dengan anak. Kekerasan psikis terdiri dari tiga 
kategori yaitu kekerasan psikologis, kekerasan verbal, dan kekerasan 
simbolik. Kekerasan psikologis kekerasan yang dilakukan dalam bentuk 
kekerasan psikis, yaitu melakukan ketidak adilan terhadap 
seseorang,(menginjak hak dan martabat dan membedakan perlakuannya itu 
dari orang yang lain) melakukan tindakan yang tidak manusiawi, 
(memperlakukan anak yang tidak sesuai dengan sifat-sifat kemanusiaan, 
sehingga terkesan anak diperlakukan seperti binatang).
6
 
Bertitik tolak dari berbagai fenomena kekerasan terhadap anak yang 
terjadi khususnya di kabupaten pihak kepolisian,kejaksaan,pengadilan negeri 
maupun instansi yang terkait, wajib menunjukan langkah-langkah yang 
proaktif dalam melakukan perlindungan pada anak sebagaimana yang tertuang 
                                                             
5
 Rianawati, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak”, Jurnal Ilmu Hukum, 
Volume 2, Nomor 1, hlm 3-6 
6
Ibid., hlm. 6. 
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dalam undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang atas perubahan undang-
undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang 
Nomor 23 tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-
undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Berdasarkan 
uraian tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul 
“Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Kabupaten 
Tegal ”. 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang di atur 
dalam hukum pidana positif ? 
2. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksusal 
terhadap anak di wilayah hukum kepolisian resort tegal ? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Mendiskripsikan pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap 
anak yang di atur dalam hukum pidana positif. 
2. Mengkaji upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap 
anak di wilayah hukum kepolisian resort tegal. 
5 
 
 
 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan dari tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, hasil 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
 Hasil meneliti ini dapat memeberikan manfaat, yang pertama pada 
mahasiswa sebagai bahan skripsi untuk dikembangkan guna mencari 
solusi dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan pada 
anak, kedua sebagai bahan masukan atau informasi kepada masyarakat 
yang berkepentingan dengan masalah tindak pidana kekerasan pada anak. 
2. Manfaat Praktis 
   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada aparat 
penegak hukum dalam memeriksa dan mengadili pelaku tindak kekerasa 
pada anak agar dapat menjatuhkan putusan yang adil. 
E. Tinjauan Pustaka  
Kekerasan terhadap anak adalah perilaku tindak penganiayaan yang 
dilakukan oleh para orang tua, wali, atau orang lain terhadap anak-anak 
sepanjang mereka masih berstatus anak secara hukum.
7
 
Prespektif adalah cara pandang atau sudut pandang kita terhadap 
sesuatu, "kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang 
                                                             
7
 Handar subhandi bahktiar,”Upaya penanggulangn kejahatan”, 
(http://handarsubhandi.blogspot.com/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html di akses pada 18 
Oktober 2019)  
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pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan 
ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara 
Indonesia."
8
 
pre-emtif (Pencegahan) disini adalah upaya-upaya awal yang 
dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. 
Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara pre-emtif 
menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma 
tersebut terinternalisai dalam diri seseorang.
9
 
Beberapa jurnal atau penelitian yang bersangkutan dengan laporan 
skripsi ini antara lain : 
1. Penny Naluria Utami ( 2018 ) Hak Asasi Manusia  
2. dan HAM Kementerian Hukum. Rasuna Said, dengan judul “Pencegahan 
Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di 
Nusa Tenggara Barat”  jurnal ini mengangkat permasalahan tentang 
faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak dan mencari solusi untuk 
mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak agar tercipta pola 
pengasuhan yang aman. Dengan menggunakan metode penelitian 
deskriptif kualitatif maka dapat disimpulkan bahwa peran orangtua 
                                                             
8
 Sarah hanifah farida, “kekerasan pada anak”. 
(https://www.kompasiana.com/sarahhanifah/54f97800a3331191658b46d1/kekerasan-pada-anak Di 
akses pada 18 Otober 2019) 
9
 Unknown, pengertian hukum positif menurut para ahli. 
http://lihathukumpositif.blogspot.com/2014/11/pengertian-hukum-positif-menurut-para.html Di akses 
pada 18 Oktober 2019 
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sangatlah penting bagi perkembangan anak. Seringkali kasus yang terjadi 
sudah diketahui, namun dianggap biasa dan cenderung ada pembiaran. 
Pencegahan dapat dilakukan dengan mengidentifikasikan orangtua yang 
mempunyai faktor resiko yang tinggi untuk melakukan kekerasan 
terhadap anak. Berdasarkan hasil penelitian maka direkomendasikan agar 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak segera 
membuat juklak dan juknis yang terkait pelibatan masyarakat sebagai 
pelindung dan pengawas anak di lingkungan sekitar rumah dan 
Pemerintah Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu menyediakan 
dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak-anak 
beraktivitas.
10
 
3. Bibit Widyantoro ( 2019 ) Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 
Bandar Lampung dengan judul “Upaya Penanggulangan Kekerasan 
Terhadap Anak Melalui Sistem Perlindungan Terpadu Diwilayah Hukum 
Kota Bandar Lampung”. Perlindungan hukum terpadu adalah pemahaman 
tentang kesatuan semua aspek dan komponen kegiatan perlindungan anak 
yang dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat dengan mensinergikan 
berbagai sumber tersedia (secara terkoordinasi). Kegaiatan terpadu harus 
memiliki tujuan yang bersifat luas sebagai sebuah kontinum yaitu mulai 
                                                             
10
  Penny naluria utami, “ pencegahan kekrasan terhadap anak dalam prespektif ha katas rasa aman di 
nusa tenggara barat “, Pusat penelitian dan pengembangan HAM badan peneliti dan pengembangan 
hukum dan HAM kementrian hukum dan HAM R.I jalan H.R Rasuna said kuningan 4-5 kuningan- 
Jakarta selatan, 2018. 
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dari promosi hak anak, pencegahan, deteksi dan penanganan sejak dini 
hingga yang kompleks dengan melakukan perubahan-perubahan secara 
menyeluruh terhadap masyarakat, keluarga, dan anak, dalam skripsi ini 
penulis menggunakan system perlindungan terpadu melalui KPAI ( 
Komisi Perlindungan Anak Indonesia), Pusat Pelayanan untuk Perempuan 
dan Anak(P2TP2A), Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat 
(PATBM) dan Unit Pelayanan Perempuan dan anak (PPA).
11
  
Adapun Perbedaan dalam penelitian dari variable dan objek 
penelitian, metode penelitian dan lokasi penelitian, objek penelitian yang 
dijadikan pengamatan penulis merupakan kekerasan seksual yang dialami 
oleh anak, dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan, dengan 
mengkaji aspek tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sesuai 
dengan KUHP dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang 
perlindungan anak. Kemudian dianalisa menggunakan kualilatif. 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan 
(library research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data 
                                                             
11
 Bibit widyanto, “Upaya penanggulan kekerasan terhadap anak melalui system perlindungan 
terpadu di wilayah hukum kota Bandar lampung”, Fakultas hukum, Universitas Lampung, Bandar 
lampung, 2019. 
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sekunder.
12
 Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan karena data 
yang digunakan lebih banyak data sekunder berupa dokumen-dokumen 
hukum. 
2. Pendekatan Penelitian 
 Jenis Penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif 
yaitu metode penelitian hukum yang di lakukan dengan meneliti bahan 
pustaka atau data sekunder. Adapun metode pendekatan yang digunakan 
oleh peneliti  yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach) 
pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang 
– undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan atau isu hukum 
yang sedang dihadapi.
13
  
3. Sumber Data 
Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis 
menggunakan dua jenis data primer dan skunder,yaitu : 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 
autoritatif berupa peraturan perundang-undangan.Peraturan perundang-
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 Zainuddin Ali ,Metode Penelitian Hukum, Jakarta: 2017, Hlm 30-31 
 
13
 Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hlm. 133 
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undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang 
memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.
14
 
Peraturan Undang-undang yang terkait, antara lain : 
a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 
b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 
c) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
 
b. Bahan hukum sekunder 
biasanya berupa pendapat hukum atau teori-teori yang diperoleh dari 
literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang 
terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya 
digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. 
Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu 
untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer.
15
 
c. Bahan hukum tersier 
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan 
penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan 
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15
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hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu dari kamus hukum, dan kamus Bahasa Indonesia.
16
 
4. Metode Pengumpulan Data 
Data sekunder dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan 
dengan melakukan kegiatan membaca mengutip dari berbagai buku dan 
literature serta kajian terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan, sedangkan data primer atau studi lapangan yang dilakukan 
wawancara dengan Kepala Unit PPA Polres Tegal Bapak Kardianto 
S.H.  
5. Metode analisa data  
Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini 
menggunakan analisis kualitatif, penelitian kualitatif yang digunakan 
peneliti menggunakan wawancara dan observasi sebagai instrument 
pengumpulan data. 
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi ini akan disusun dalam empat bab yang 
masing-masing saling berkaitan, Keempat bab tersebut sabagai berikut : 
BAB I Pendahuluan, pada bab ini penulis  menyampaikan mengenai: (a) Latar 
Belakang Masalah (b) Rumusan Masalah (c) Tujuan Penelitian (d) Manfaat 
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penelitian (e) Tinjauan Pustaka (f) Metode Penelitian (g) Sistematika 
Penulisan. 
BAB II Tinjauan Konseptual, yang akan menyajikan landasan teori mengenai 
Tindak pidana, Kekerasan pada anak, Pidana dan pemidanaan. 
BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan akan menguraikan 
Bagaimana tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang di atur dalam 
hukum pidana positif dan Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana 
kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum kepolisian resort tegal.  
BAB IV Penutup, berisikan mengenai kesimpulan dan saran. 
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BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana  
Tindak pidana dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti perbuatan 
melanggar hukum, perbuatan kejahatan.
17
 Strafbaar feit  merupakan istilah 
bahasa Belanda yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan 
berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, 
peristiwa pidana maupun perbuatan perbuatan yang dapat dipidana. 
Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemaahan dari staafbaar 
feititu, ternyata straafbaar sebagai pidana dan hukum. Perkataan baar 
diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untk kata feit 
diterjemahkan engan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. 
Adapun pengertian tindak pidana menurut para pakar ahli hukum 
pidana, Moeljatno memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut:
18
 
“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana di sertai 
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa 
melanggar larangan tersebut dapat juga diklatakan bahwa perbuatan 
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 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, Kamus  Besar Bahasa Indonesia, Cet I,  Jakarta : 
Balai Pustaka, hal. 326 . 
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pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam 
pidana. Asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukan pada 
perbuatan. (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh 
kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu)” Dari pengertian tersebut 
dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang 
oleh suatu aturan hukum yang mempunyai sanksi pidana. Kata perbuatan 
dalam pengertian tersebut mengandung arti suatu keadaan yang 
ditimbukkan oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut.  
Sedangkan P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa :
19
 “Perkataan tindak 
pidana itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan 
yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepatu, oleh karena 
kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah 
manusia sebagai pribadi dan bkan kenyataan, perbuatan ataupun 
tindakan”. Penjelasan tindak pidana dalam pandangan ini menitik beratkan 
pada siapa yang dikenakan sanksi. Pandangan P.A.F Lamintang mengenai 
tindak pidana hanyalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat 
dihukum, bahwa sebenarnya sanksi hanya diterapkan pada pelaku, bukan 
pada kenyataan, perbuatan, dan tindakan pelaku. 
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Menurut R. Achmad Soemadi Pradja pengertian tindak pidana adalah 
sebagai berikut :
20
 
“Suatu tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang termasuk dalam 
batas-batas perumusan tindak pidana, melawan hukum dan diakrenakan 
kesalahan. Perumusan-perumusan tindak pidana adalah disusun dari 
bentuk-bentuk suatu kelakuan dan keadaankeadaan yang relevant, 
disamping unsur-unsur ini kita harus memperhatikan pada satu pihak, 
pada sesuatu yang menentukan kelakuakn itu si pelaku, dan pihak lain, 
hatus mempperhatikan bagian-bagian dari tindak pidan itu, yang 
dimasukan dalam perumusan tindak pidana sebagai unsur-unsur yang 
tidak dapat ditentukan dan dibuktikan”.  
Tindak pidana  ini sama dengan istilah Inggris “Criminal Act” karena 
criminal Act ini juga berarti kelakuan dan akibat atau dengan kata lain 
perkataan akibat dari suatu kelakuan,  yang dilarang oleh hukum. 
 Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas makan dapat 
disimpulkan bahwa tindak pidana ialah kelakuan individu atau kelompok 
yang melanggar hukum dan dapat menggangu ketentraman dalam 
pergaulan hidup yang adil dan aman dalam masyarakat, dan apabila 
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melanggar akan dikenakan sanksi berupa ancaman pidan agar dapat 
memberikan efek jera terhadap yang melakukanya. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Menurut pendapat Adami Chazawi, Unsur-unsur tindak pidana dapat 
di bedakan menjadi 2 sudut pandang yaitu : Dari sudut pandang teoritis 
serta sudut pandang Undang-undang, Maksud teoritis adalah berdasarkan 
pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. 
Sedangkan sudut pandang Undang-undang merupakan bagaimana 
kenyataan tindak pidana ini dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu 
dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan.
21
 Konsep mengenai 
unsur tindak pidana secara teoritis akan lebih jelas ketika membaca 
definisi-definisi mengenai tindak pidana dari para ahli, seperti yang 
diberikan Simon, Van Hamel dan para ahli pidana lainnya. 
Tentunya unsur-unsur ini tidak sama antara ahli yang satu dengan 
yang lainnya, begitu pula mengenai konsep unsur tindak pidana menurut 
undang-undang akan lebih jelas ketika kita membaca perundang-undangan 
yang berlaku. 
a. Unsur tindak pidana secara teoritis 
Menurut Moeljatno, Unsur atau elemen perbuatan pidana adalah 
sebagai berikut : 
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1) Kelakuan dan akibat. 
2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. 
3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 
4) Unsur melawan hukum yang objektif. 
5) Unsur melawan hukum yang subjektif. 
Perlu ditekankan kembali bahwa sekalipun dalam rumusan delik 
yang tidak terdapat unsur melawan hukum, namun bukan berarti 
bahwa perbuatan tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut 
sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu 
dinyatakan sendiri. Bahwa meskipun perbuatan pidana pada umumnya 
adalah lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namaun ada haknya 
perumusan juga diperlukan batin yaitu sifat melawan hukum yang 
subjektif.
22
  
b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang 
Unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-undang atas unsur 
objektif dan unsur subjektif, unsur objektif memberatkan pada unsur 
yang berbeda diluar dari pelaku, sedangkan unsur subjektif 
memberatkan pada unsur-unsur yang berada adalam diri pelaku, Unsur 
kesalahan dan melawan hukum dicantumkan dan sering juga tidak 
dicantumkan, tidak dicantukan adalah mengenai unsur kemampuan 
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 Moeljatno, Op.cit, hlm 63 
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bertanggung jawab. Selain itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain 
baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara 
khusus untuk rumusan tertentu maka dapat diketahui adanya 
8(delapan) unsur tindak pidana yaitu :
23
 
1) Tingkah laku. 
2) Unsur melawan hukum. 
3) Unsur kesalahan. 
4) Unsur akibat konstitutif. 
5) Unsur keadaan yang menyertai. 
6) Unsur syarat tambahan untuk mendapat dituntut pidana. 
7) Unsur syarat tanbahan untuk memperberat pidana. 
8) Unsur syarat tanbahan untuk dapatnya pidana. 
Dua dari 8 (delapan) unsur tersebut, yakni kesalahan dan melawan 
hukum merupakan unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur 
objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pasal 
362 (pencurian) diluar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan 
hukum objektif), juga pada pasal 253 (pemalsuan materai dan merek ) 
pada kaliamat (menggunakan cap asli secara melawan hukum) berupa 
melawan hukum objektif. Tetapi ada juga melawan hukum subjektif 
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misalnya dengan untuk menguntungan diri sendiri atau orang lain 
secara melawan hukum.
24
 
Begitu pula unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki yang 
bersifat subjektif, artinya kesadaran bahwa memiliki benda orang lain 
yang ada dalam kekuasaannya itu merupakan celaan masyarakat. 
Unsur yang bersifat objektif merupakan semua unsur yang berada di 
luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yaitu semua unsur 
mengenai perbuatannya. Sedangkan unsur yang bersifat subjektif 
merupakan semua unsur yang mengenai batin atau yang melekat pada 
keadaan batin orangnya. 
Van Hamel mengartikan 3 perbuatan “Feit”, yaitu :25 
a. Perbuatan”feit” terjadinya kejahatan “delik”. Pengertian ini sangat 
luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan 
apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka 
tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan itu. 
b. Perbuatan “feit” merupakan yang di dakwakan. Ini terlalu sempit, 
misalnya seseorang dituntun melakukan perbuatan penganiyaan yang 
menyebabkan kematian, ternyata sengaja melakukan sebuah 
pembunuhan berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar 
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(sengaja melakukan pembunuhan) karena hal ini  lain dari pada 
(penganiayaan yang mengakibatkan kematian). Van Hamel tidak 
menerima pengertian perbuatan “faith” dalam arti yang keduan ini. 
c. Perbuatan “fait” merupakan perbuatan materiil. Perbuatan ini terlepas 
dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat, dengan pengertian ini 
maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat 
dihindari. 
    Unsur-unsur delik pembunuhan dalam berkualifikasi ini terdiri atas 
2 macam, yaitu :
26
 
a. Dengan adanya didahului dan disertai ( Unsur subjektif) 
Unsur didahului oleh perbuatan lain berarti pembunuhan dilakukan 
dengan maksud untuk mempersiapkan agar perbuatan tindak pidana 
lain dapat dilakukan atau memungkinkan dilakukan. Unsur yang 
disertai oleh perbuatan lain yang dapat dihukum berate pembjunuhan 
dilakukan dengan maksdud untuk mempermudah pelaksanaan 
perbuatan atau tindak pidana lain. 
b. Kedapatan (unsur subjekif) 
Istialah kedapatan ini sebagian terjemahan atas “betrapping 
oppheeterlaad” yang ketika melakukan tindak pidana diketahui oleh 
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orang lain. Pengertian ini sempit dari pada tertangkap tangan 
“ontdekking op heeterlaad”. 
B. Tinjauan Umum Tentang kekerasan Seksual Terhadap Anak 
1. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak 
Kekerasan adalah suatu bentuk perbuatan yang menyebabkan cedera 
atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik sehingga 
tergolong sebagai tindakan kriminal. Kekerasan basanya terjadi ketika 
individu atau kelompok seringkali mengabaikan norma dan nilai dalam 
mencapai tujuannya. Kekerasan itu terjadi ketika seseorang bertindak 
dengan cara-cara yang tidak patut dan menggunakan kekuatan fisik yang 
melanggar hukum dan melukai diri sendiri, orang lain atau lingkungannya. 
Tindak kekerasan merupakan konsekuensi. Ia merupakan manifestasi dari 
jiwa dan hati yang kacau karena terganggu. Kegoncangan jiwa dan hati itu 
begitu kuat sehingga mengalahkan akal sehat. Dalam pengaruh seperti itu, 
individu betul-betul dipengaruhi oleh nafsunya dan hanya memfokuskan 
pemikiran pada dirinya dan pelaku tidak mempedulikan keselamatan atau 
kesejahteraan orang lain.
27
 
Menurut Johan Galtung kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi 
sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di 
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bawah realisasi potensialnya.
28
 Galtung mendefinisikan kekerasan dalam 
sangat luas dan menolak konsep kekerasan sempit, yaitu menghancurkan 
kemampuan somatis atau menghilangkan kesehatan belaka dengan 
pembunuhan sebagai bentuk ekstrimnya oleh seorang pelaku yang memang 
sengaja melakukannya. Perlu ditambah di sini bahwa Galtung tidak 
membedakan violent acts (tindakan-tindakan yang keras dimana keras di 
sini sebagai sifat) dalam acts of violence (tindakan-tindakan kekerasan).
29
 
Soerdjono Soekanto mendefinisikan kekerasan sebagai istilah yang 
dipergunakan bagi terjadinya cidera mental atau fisik. Kekerasan diartikan 
sebagai sebuah ancaman, usaha atau penggunaan fisik yang dilakukan oleh 
seseorang yang dapat menimbulkan luka baik secara fisik maupun non fisik 
terhadap orang lain.
30
 Kekerasan sebagai salah satu bentuk agresi, memiliki 
definisi yang beragam. Istilah kekerasan secara umum digunakan untuk 
menggambarkanperilaku, baik yang terbuka (overt) atau tertutup (covert), 
dan baik yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan (defensive), 
yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu, ada 
empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi : 
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a. Kekerasan terbuka yaitu kekerasan yang dapat dilihat, seperti 
perkelahian. 
b. Kekerasan tertutup yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak 
dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam. 
c. Kekerasan agresif yaitu kekerasan yang dilakukan bukan untuk 
perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti 
penjarahan. 
d. Kekerasan defensif yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai 
tindakan perlindungan diri. 
Semua manusia mampu melakukan kekerasan, ada yang lebih mampu 
dari yang lain, ada yang memiliki lebih banyak sumber kekerasan dari 
yang lain, dan situasi tertentu bisa mempengaruhi atau mencegah 
kekerasan serta situasi yang mengarah kepada tindak kekerasan. 
2. Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak 
Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak 
asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut 
diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-
hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan 
hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat 
penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran 
24 
 
 
 
maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
31
 
Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk 
melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa 
yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban 
dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati 
martabatnya sebagai manusia.
32
 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan berarti 
tempat berlindung atau merupakan perbuatan melindungi. Misalkan 
memberi perlindungan kepada orang yang lemah. Perlindungan hukum 
adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai 
dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat pencegahan ( preventif ), 
maupun dalam bentuk pemaksaan ( represif ), baik secara tertulis mupun 
tidak tertulis dalam rangka menegakan peraturan hukum.
33
 Perlindungan 
hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk 
mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan,  kemanfaatan, dan 
kepastian hukum. 
Satjipto Rahardjo menyebutkan perlindungan hukum adalah upaya 
melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu 
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Hak Asasi Manusia kekuasaan padanya untuk bertindak dalam rangka 
kepentingan tersebut.
34
 
       Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat ada dua hal, 
adalah : 
1. Perlidungan hukum Preventif, adalah bentuk perlindungan hukum 
dimana kepada masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan 
keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah 
mendapat bentuk definitif. 
2. Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum 
rdimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.
35
 
J.E. Doek dan H.M.A. Drewes memberikan pengertian hukum 
perlindungan anak atau remaja dengan pengertian jengdrecht. Kemudian 
perlindungan anak dikelompokkan ke dalam dua bagian, berikut ini:
36
 
a. Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak adalah segala aturan 
hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum 
dewasa dan memberikan kewajiban bagi mereka untuk berkembang.  
b. Dalam pengertian sempit : hukum perlindungan anak meliput  
perlindungan hukum yang terdapat dalam 
                                                             
34
 Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas, 2003 Hlm. 121. 
35
 Philip M.Hadjon, op.cit 
36
 Maulana hasan Wadong, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 
41. 
26 
 
 
 
1) Ketentuan hukum perdata (regles van givilrecht)  
2) Ketentuan hukum pidana (regles van stafredit)  
3) Ketentuan hukum acara (regles van telijkeregels) 
1) Dalam Bab III Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Hak Dan Kewajiban Anak telah menjelaskan secara 
terperinci dalam pasal-pasalnya tentang apa saja hak-hak serta 
kewajiban bagi seorang anak. Adapun hak-hak yang dimiliki seorang 
anak antara lain adalah : Setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, 
tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan. Selain itu, anak-anak juga berhak untuk 
mendapatkan perlindungan dari adanya tindak kekerasan maupun 
diskriminasi.  
2) Setiap anak berhak untuk memiliki sebuah nama dan status 
kewarganegaraan sebagai identitas dirinya. 
3) Setiap anak berhak untuk dapat melaksanakan kegiatan ibadah sesuai 
dengan agama dan kepercayaannya. Selain itu, ia juga berhak untuk 
berfikir serta berekspresi yang sesuai dengan usia dan tingkat 
kecerdasannya. Tentu saja hal tersebut harus selalu dalam bimbingan 
orang tua dan tidak ada paksaan bagi mereka dalam melakukannya. 
4) Setiap anak memiliki hak untuk mengetahui siapa orang tua 
kandungnya serta berhak untuk diasuh dan dibesarkan oleh mereka. 
Selain itu, seorang anak juga berhak untuk menjadi seorang anak 
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angkat atau anak asuh apabila ternyata orang tua kandung tidak dapat 
menjamin tumbuh kembang anak tersebut. 
5) Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 
serta jaminan sosial bagi fisik, mental, spriritual, maupun kehidupan 
sosialnya. 
6) Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak untuk 
perkembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya tanpa adanya unsur 
paksaan dan sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuannya. 
7) Anak juga berhak untuk dapat mengeluarkan serta didengarkan 
pendapatnya. Ia juga berhak mencari, menerima, serta menyampaikan 
informasi sesuai dengan umur dan tingkat kemampuannya dengan 
tujuan untuk mengembangkan pribadinya sesuai dengan nilai-nilai 
kesusilaan dan kepatutan. 
8) Setiap anak berhak untuk memanfaatkan waktu, seperti untuk 
beristirahat, bergaul dengan teman sebaya, bermain, serta berkreasi 
sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dirinya. 
9) Setiap anak berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, 
serta pemeliharaan tingkat kesejahteraan sosialnya terutama bagi 
mereka penyandang cacat.  
10) Anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan ketidakadilan 
seperti diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, 
penganiayaan, maupun tindakan menyimpang lainnya. Selain itu, 
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mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari kegiatan atau 
praktik-praktik yang dapat melibatkan mereka dalam kegiatan politik, 
persengketaan, kerusuhan, kekerasan, atau juga peperangan.  
11) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari hukuman yang 
tidak manusiawi seperti penganiayaan dan penyiksaan. Dan mereka 
juga berhak atas kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku. 
12) Setiap anak yang menjadi korban perampasan kebebasan, maka ia 
berhak atas perlindungan bantuan hukum, pembelaan diri, mendapatkan 
keadilan di depan pengadilan, serta perlakuan yang manusiawi. Dan 
bagi anak-anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 
untuk dirahasiakan. Selain itu, mereka juga berhak untuk mendapatkan 
bantuan hukum atau bantuan lainnya. 
  Pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan 
yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, 
tumbuh, berkembang, dan berpatisipasi, secara optimal sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi. Pada Bab 9 tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan Anak, ada beberapa bidang sebagai berikut : 
A) Agama 
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a. Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut 
agamanya. 
b. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk 
mengikuti agama orangtuanya. 
c. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua, wali, dan 
lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk 
agamanya. 
d. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meluputi 
pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi 
anak. 
B) Kesehatan 
a. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan 
upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak 
memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam 
kandungan. 
b. Penyediaan fasilitas didukung oleh peran serta masyarakat. 
c. Upaya kesehatan meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, 
rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun 
rujukan. 
d. Upaya kesehatan yang komprehensif diselenggarakan secara 
cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu 
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C) Pendidikan 
a. Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 
(sembilan) tahun untuk semua anak. 
b. Negara, pemerintah, keluarga dan orangtua wajib memberikan 
kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh 
pendidikan. 
c. Anak yang menyandang cacat fisik atau mental diberikan 
kesempatan yang sama dan aksebilitas untuk memperoleh 
pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. 
d. Anak didalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari 
tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola, sekolah, 
atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau 
lembaga-lembaga pendidikan lainnya. 
D) Sosial 
a. Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, dan perawatan 
anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. 
b. Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak 
terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dapat 
mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait. 
c. Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan 
pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial. 
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Oleh karena itu anak dalam situasi demikian memerlukan 
perlindungan khusus dan pihak yang harus memberikan perlindungan 
tersebut adalah negara. 
C. Tinjuan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana 
Pidana merupakan derita, nestapa dan siksaan. Pidana merupakan 
sanksi yang terdapat dalam hukum pidana, jika diartikan dengan sanksi 
dalam bidang hukum lain, maka pidana merupakan sanksi yang apaling 
keras. Jika terjdi perbuatan melanggar Hukum Tata Negara dan Hukum 
Administrasi Negara, sanksinya berupa pemecatan jabatan, jika dalam 
hukum perdata sanksinya berupa penggantian kerugian. Sedangkann 
dalam hukum pidana sanksi berupa pidana yang sangat keras yaitu bisa 
berupa pidana badan, pidana atas kemerdekaan dan bahkan berupa pidana 
jiwa.
37
 
Menurut Stelsel pidana merupakan bagian dari hukum “penitensier” 
yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, begitu 
juga mengenai pengurangan, penambahan dan pengecualian penjatuhan 
pidan. Hukum “penitensier” juga berisi tentang sistem tindak pidana 
“maatregel stelsel”. Usaha Negara dalam menyelengaraan ketertiban, 
melindungi dari pemerkosaan-pemerkosaan terhadap kepentingan umum. 
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Secara represif disamping diberi hak kekuasaan untuk menjatuhkan 
pidana, Negara juga diberi hak untuk menjatuhkan tindakan 
“maatregelen”.38 
Pidana atau hukuman “straf” dalam bahasa belanda atau “poenali” 
dalam bahasa latin merupakan “Suatu perasaan tidak enak (sengsara) 
yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah 
melanggar Undang-undang hukum pidana”.39 Menurut Soedarto pidana 
merupakan “penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang 
melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.40 Penulis 
berpendapat bahwa pidana merupakan nestapa (derita) atau perasaan tidak 
enak yang diberikan Negara melalui lembaga berwenang kepada orang 
yang bersalah telah melakukan tindak pidana. Hukum pidana dianut asas 
praduga tidak bersalah. Apabila belum diputus oleh hakim secara sah 
maka orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana haruslah 
dianggap tidak bersalah.
41
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2. Pengertian pemidanaan  
Pemidaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap 
pemberian sanksi dalam hukum pidan. Pidan pada umumnya diartikan 
sebagai hukuman, sedangkan pemidaan sebagai penghukuman.
42
 
pemidaan merupakan suatu proses penjatuhan pidan oleh hakim melalui 
putusannya kepada orang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak 
pidana. Pidan tidak terbatas hanya dalam ruang lingkup hukum pidana 
saja namun juga hukum perdata, pada prinsipnya ada dua pengertian yang 
berbeda tentang hukum pidana, “ius poenale” dan “ius puniendi”,”ius 
poenale” merupakan pengertian hukum pidana yang objektif. 
Hukum pidana merupakan salah satu dari sub sistem yang ada di suatu 
Negara , ada 2 istilah yaitu hukum dan pidana. Hukum menurut Van Kan 
merupakan keseluruhan peraturan hidup yang bsersifat memaksa untuk 
melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana terdapat 
beberapa pengertian menurut Van Hamel pidan atau “straf” merupakan 
suatu penderitaan yang bersifat khusus, setelah dijatuhkan oleh kekuasaan 
yang berwenang untuk menjatuhkan pidan atas nama Negara sebagai 
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penanggungjawab dari ketertiban hukum umum melanggar suatu 
peraturan hukum yang harus ditegakan oleh Negara.
43
  
Hukum pidana berdasarkan matei yang diatur terdiri atas hukum 
pidana matriil dan hukum pidana formil. Tirtamidjaja menjelaskan hukum 
pidana materiil dam hukum pidana formil sebagai berikut :
44
 
a. Hukum pidana materil merupakan sekumpulan aturan hukum yang 
menentukan pelanggran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelangar 
pidana untuk dapat dihukum, menunjukan orang dapat dihukum dan 
dapat menetapkan hukuman atau pelanggaran pidana. 
b. Hukum pidana formil merupakan sekumpulan aturan hukum yang 
mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil tehadap 
pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu. Mengatur cara 
bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh 
keputusan hukim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim. 
Kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksud untuk 
memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam melaksanakan aktifitas 
kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini mengnai 
perasaan tenang, tanpa ada kekhawtiran akan ancaman ataupun perbuatan 
yang dapat merugikan antara individu dalam masyarakat. Kerugian 
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sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian terhadap jiwa dan 
raga. Raga mencakup tubuh yang terkait dengan nyawa seseorang, jiwa 
dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.
45
 
Melihat sejarah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP), maka ada usulan agar KUHP yang sekarang berlaku di 
Indonesia perlu dilakukan pembahruan, perlunya pembahruan KHUP juga 
sejalan dengan hasil kongres PBB tahun 1976 tentang pencegahan 
kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan, kongres tersebut 
menyatakan bahwa hukum pidana yang selama ini berlaku berasal dari 
hukum asing yang telah using “obsolete and unjustice” serta tidak sesuai 
dengan kenyataan “outmoded and unread”. Hal ini dikarenakan hukum 
pidana tersebut tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada yang 
tidak sesuai dengan aspirasi masyarkat serta tidak resposif terhadap 
kebutuhan sosial masa kini.
46
  
Penggunaan istilah pidana sebagai sanski pidan, pengertian yang sama, 
sering diartikan dengan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, 
penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukum, pemberi pidana, dan 
hukum pidana. Menurut Sudarto pidana merupakan sebagai penderitaan 
yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan 
memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roslan Saleh mengartikan 
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pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang 
dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu, hal ini terdapat 
beberapa unsur ciri-ciri pidana diantaranya yaitu :
47
 
a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan 
(nestapa) atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. 
b. Pidana itu diberikan  dengan sengaja oleh orang atau badan yang 
mempunyai kekuasaan ( yang berwenang). 
c. Pidan dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana 
menurut Undang-undang. 
d. Pidan merupakan pernyataan oleh Negara atas diri seseorang karena telah 
melanggar hukum. 
Menurut Wirjono Projodikoro istilah hukum pidana dipergunakan 
sejak pendudukan jepang di Indonesia untuk pengertian “strafrecht” dari 
bahasa Belanda. Membedakan dari istilah hukum perdata untuk 
pengertian “bugerlijkrecht” atau “privaatreacht” dar bahasa Belanda.48 
Soedarto mengartikan bahwa hukum pidana sebagai berikut: “Hukum 
pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada 
perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu akibat yang berupa 
pidana”.49  
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Wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh Negara itu telah 
ditetapkan secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara 
menjatuhkannya serta dimana dan bagaimana cara menjelaskan. 
Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam pasal 10 KUHP akan 
tetapi wujud dan batas-batas berat atau ringannya dalam menjatuhkan 
dimuat dalam hukum pidana yang bersangkutan. Negara tidak bebas 
memilih sekehendakannya dari jenis-jenis pidana dalam pasal 10 KUHP 
tadi. Berkaitan dengan fungsi hukum pidana  sebagai membatasi 
kekuasaan Negara dalam arti memberi perlindungan hukum bagi warga 
dari tindakan Negara menjalankan fungsi menegakkan hukum pidana.
50
 
Ketentuan pidana yang mengatur mengenai perbuatan boleh dan tidak 
boleh dilakukan yang membedakan antara hukuman dengan pidana. Suatu 
pidana dijatuhkan berdasarkan undang-undang hukum pidana, sedangkan 
hukuman perupakan sanksi atas pelanggran ketentuan hukum, meliputi 
kejadian sehari-hari. Seorang guru yang menghukum muridnya di depan 
kelas, semua itu di dasarkan suatu kepatutan, kesopanan, kesusilaan, dan 
kebiasaan. Tetapi hukuman dan pidana mempunyai kesamaan, keduanya 
timbul berdasrkan tata nilai “value” perbuatan baik dan tidak baik, 
perbuatan sopan dan tidak sopan, perbuatan yang diperbolehkan dan di 
larang. 
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Hukum pidana menurut Mezger mememiliki pengertian sebagai 
berikut “aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan 
tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa 
pidana”. Definisi ini terlihat bahwa huku pidan berpokok pada 2 (dua) 
hal yaitu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan pidana. Perbuatan 
yang memenihi syarat-syarat tertentu mengandung 2 (dua) hal yakni 
perbuatan jahat atau perbuatan yang dilarang dan orang yang melakukan 
perbuatan tersebut.
51
 Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan 
hukum yang berlaku di suatu Negara, bagian lain-lainnya semacam 
hukum perdata, hukum Tata Negara, Hukum Agraria, dan sebagainya. 
Hukum terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu hukum public dan hukum privat, 
dan hukum pidana digolongkan dalam hukum public, yaitu mengatur 
hubungan antara Negara dan perorangan (mengatur kepentingan 
umum).
52
 Hukum pidana didefinisikan sebagai aturan hukum yang 
mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat 
tertentu dengan suatu akibat yang berupa pidana. Fungsi hukum pada 
umumnya mengatur hidup masyarakat, sedangkan fungsi hukum pidana 
secara khusus untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan 
yang hendak menciderainya. Perlindungan itu dilakukan dengan adanya 
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sanksi berupa pidana yang bersifat lebih tajam dibandingkan dengan 
sanksi-sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya.
53
 
Masyarakat memiliki pemikiran bahwa orang yang telah dikenakan 
pidana seolah-olah mendapat cap, dipandang sebagai orang jahat atau 
orang yang tercela. Pdana tidak hanya rasa tidk enak pada saat dijalani, 
tetapi  sesudah orang menjalaninya masih merasakan akibat yang berupa 
cap oleh masyarakat, bahwa pernah berbuat jahat. Cap ini disebut dalam 
ilmu pengetahuan disebut (stigma) kalau ini tidak hilang, maka seolah-
olah dipidana seumur hidup. 
Memperhatikan setiap putusan yang dihasilkan oleh lembaga 
pengadilan, senantiasa terlihat pula dalam putusan hal-hal yang 
memberatkan, menghapuskan, dan meringkan pidana. Putusan itu 
merupakan hal yang wajar sebab hal demikian itu sudah ditentukan 
terlebih dahulu diatur dalam pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menyebutkan bahwa : “putusan 
pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan 
terdakwa”. Alas an yang memberatkan dan meringankan pidana dalam 
setiap putusan merupankan suatu hal yang menarik untuk dikaji dan 
diungkapkan.
54
  
a. Alasan-alasan yang Memberatkan pidana 
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Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat 3 (tiga) 
hal dapat dijadikan alas an memberatkan pidana yaitu : 
1) Memangku suatu jabatan atau “ambteljik hodanigheid” pasal 52 
KUHP “Bilamana seseorang pejabat melakukan perbuatan pidana 
melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada 
waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasan, 
kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya, karena 
jabatannya dapat ditambah sepertiga”. Pemberatan dalam pasal 
52 terletak pada jabatan, keadaan jabatan dari kualitas si pembuat 
(pejabat atau pegawai negeri). 
2) Pengulangan atau “recidivis” secara umum apabila seorang 
melakukan suatu tindakan dan dijatuhkan pidana padanya, tetapi 
dalam jangka waktu tertentu misalnya 5 (lima) tahun setalah 
pidana tersebut dilaksanakan seluruh atau sebagian pidana 
seluruhnya dihapuskan (apabila kewajiban menjalankan pidan itu 
belum daluwarsa). Pelaku melakukan tindak pidana yang sama. 
3) Gabungan atau samenloop”pada pasal 65 dan 66 KUHP, 
“samenloop” atau “concursus” dapat diterjemahkan berarti 
gabungan atau pembarengan. Gabungan tindak pidana yaitu 
apabila seseorang atau lebih melakukan suatu perbuatan, 
melanggar beberapa peraturan pidana atau apabila seseorang 
melakukan beberapa perbuatan. Belum dijatuhi putusan hakim atas 
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diri dan terhadap beberapa pelanggaran dar beberapa peraturan 
pidana itu diadili sekaligus. 
b. Alasan-alasan yang Meringankan Pidana  
Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) alasan-alasan 
yang dapat meringankan pidana yaitu.
55
 
1) Percobaan pada pasal 53 ayat (2) dan (3) “medeplichtgheid”, pada 
pasal 57 (1) dan (2) percobaan dan pembantuan. Suatu ketentuan 
umum mengenai pejatuhan pidana terhadap pembuat yang gagal 
dan orang yang membantu orang lain dalam melakukan kejahatan 
yang artinya orang yang membantu tidak diwujudkan suatu tindak 
pidana tertentu. Sehingga ancaman pidana dikurangi sepertiga dari 
ancaman maksimum pada kejahatan yang dilakukan. 
2) Belum dewasa atau “minderjarigheid” pada pasal 47, tindal pidana 
yang diancam pidana mati atau pidana seumur hidup. Hakim 
menjatuhkan pidana berat atau lainnya maksimum pidan pokok 
yang diancam pada tindak pidana yang dilakukanya di kurangi 
sepertiga. Kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau 
seumur hidup, maka tidak dapat dijatuhi pidana mati atau pidana 
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penjara seumur hidup, melaikan hakim menjatuhkan pidana 
penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.
56
 
Akibat yang ditimbulkan dari pemidanaan terhadap seseorag dapat 
mempengaruhi kehidupan pribadinya. Untuk itu kewenangan sanat 
penting, timbul suatu pertanyaan siap yang berhak menjatuhkan pidana 
penderitan. Sedangkan pengertian pemidanaan menurut Soedarto 
mengatakan hbahwa perkataan pemidanaan merupakan sinonim dengan 
perkataan tersebut dijatuhi pidana. Tujuan akhir dari penjatuhan pidana 
atau pemberian pidana sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai 
tujuan hukum pidana.
57
 
3. Teori Pemidanaan 
Menurut Adami Chazawi terdapat banyak teori mengenai pemidanaan, 
namun dapat dikelompokan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: 
a. Teori absolut atau teori pembalasan “vergeldings theorien”, 
b. Teori relative atau teori tujuan “doel theorien”. 
c. Teori gabungan “vernegings theorien”58 
Untuk selebihnya penulis akan menguraikan satu-persatu mengenai 
teori pemidanaan, sebagai berikut :
59
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a. Teori absolut atau teori pembalasan “vergeldings theorien”, 
penganut dari teori tersebut Immanuel Kant dan Hegel. Immanuel 
Kant mendasarkan teorinya pada prinsip moral atau etika dan Hegel 
mengatakan bahwa hukum merupakan perwujudan kemerdekaan 
dan kejahatan merupakan suatu tantangan kepada hukum dan 
keadilan.
60
 Pembalasan tersebut tidak melihat akibat dari 
pemidanaan yang dilakukan kepada pelaku tindak pidana apakah 
bermanfaat atau malah sebaliknya, baik bagi pelaku tindak pidana 
maupun bagi masyarakat, yang ditentukan oleh teori itu hanya 
sebatas pembalasan. Menurut A.Fuad Usfa teori absolut terbagi 
menjadi 2 (dua) macam, yaitu : 
1) Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi kepada pembalasan 
dendam penjahatnya. 
2) Teori pembalasan Objektif, yang berorientasi kepada pemenuhan 
kepuasan dari perasaan dendam dalam masyarakat.
61
 
b. Teori relatif atau teori tujuan “doel theorien”, penganut teori relatif 
tersebut Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “Hanya 
dengan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melaikan 
diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.
62
 Menurut teori ini 
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pemberian pidana kepada pelaku tindak pidana bukanlah hanya 
sebatas pada pembalasan saja namaun haruslah mencapai suatu 
tujuan yaitu perbandingan bagi masyarakat dan pencegahan 
terjadinya suatu kejahatan. Menurut Erdianto Effendi teori relatif 
memiliki 3 (tiga) tujuan, yaitu “untuk menakuti, untuk melindungi, 
dan untuk memperbaiki”.63 Teori relatif sangat berbeda dengan teori 
absolut, teori relatif melihat kepada hal-hal yang akan datang dengan 
mendidik pelaku tindak pidana tersebut agar menjadi baik kembali. 
c. Teori gabungan “vernegings theorien”, penganut dari teori gabungan 
tersebut Binding. Menurut teori gabungan, dasr diberikan suatu 
pemidanaan merupakan sebuah gabungan dari teori absolut dan 
relatif. Pemidanaan tidak hanya sebagai pembalasan dendam 
terhadap pelaku tindak pidana namun juga untuk menciptakan tertib 
dalam masyarakat. Menurut Schravendijk teori gabungan dapat 
dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu : 
1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan.  
2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib 
masyarakat dan pidana yang di jatuhkan tidak boleh lebih berat 
dari perbuatan yang dilakukan. 
                                                             
63
 Ibid, hlm 143 
45 
 
 
 
Sesuai dengan teori-teori yang dikembangkan oleh mazhab-
mazhab dalam bidang etiologi criminal. Berikut teori-teori yang 
mencari sebab-sebab kejahatan dari beberapa aspek, yaitu :  
a. Teori yang mencari sebab kejahatan dari aspek fisik (biologis 
criminal) 
Usaha-usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri 
biologis dipelopori oleh ahli-ahli Frenologi, seperti Gall (1758-1828), 
Spurzheim kepala dengan tingkah laku. Mereka mendasarkan pada 
pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ 
dari akl, ajaran ahli-ahli Frenologi mendasarkan pada preposisi 
dasar.
64
  
1) Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada di 
dalamnya dan bentuk dari otak. 
2) Akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan. 
3) Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak 
dan tengkorak kepala. 
b. Teori yang mencari sebab kejahatan dari faktor psikologi dan psikiatris 
(psikologi criminal) 
Usaha untuk mecari sebab-sebab kejahatan dari faktor psikis 
termasuk baru. Seperti halnya para positivistic pada umumnya, usaha 
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mencari ciri-ciri psikis para  penjahat didasarkan anggapan bahwa 
penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis 
tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah. Mengingat konsep 
tentang jiwa yang sehat sangat sulit dirumuskan, dan kalaupum ada, 
maka perumusannya sangat luas. Adapun bentuk-bentuk gangguan 
mental psikoses, noeroses, dan cacat mental.
65
 
Teori psikogenesis (psikologis dan psikiatris) menekankan 
sebab-sebab tingakah laku kenakalan remaja dari aspek psikologis 
atau isi kejiwaannnya. Faktor inteligensi, ciri kepribadian, motivasi, 
siakap-sikap yang salah, frustasi, rasionalisasi diri yang keliru, 
konflik batin, emosi yang kontroversial, kevendurungan 
psikopatologis dan lain-lain.
66
 
c. Teori yang mencari sebab kejahatan dari faktor sosiologi kultural 
(sosiologi criminal) 
Objek utama sosiologi criminal mempelajari hubungan antara 
masyarakat dengan anggotanya, baik karena hubungan tempat 
maupun etnis dengan anggotanya,  antara kelompok dengan 
kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan 
kejahatan.
67
 Secara umum dapat dikatakan setiap masyarakat 
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memiliki tipe kejahatan dan penjahat sesuai dengan budaya, moral, 
kepercayaannya serta kondisi-kondisi social, politik, ekonomi, 
hukum dan serta struktur yang ada. Mempelajari tindak 
penyimpangan social (kejahtan) dapat melalui dua cara pendekatan 
yaitu:
68
 
1) Melihat penyimpangan sebagai kenyataan objektif. 
2) Penyimpangan sebagai problematika subjektif. 
Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek social sudah 
dimulai jauh sebelum lahirnya kriminologi. Sedangkan usaha 
mencari sebab-sebab kejahatan (secara ilmiah) dari aspek social 
dipelopori oleh mazhab lingkungan yang muncul di Prancis pada 
abad 19, yang merupakan rekasi terhadap ajaran Lombroso. 
Mannhiem membedakan toeri-toeri sosiologi criminal ke dalam:
69
 
1) Teori yang berorientasi pada kelas social, yaitu teori-teori yang 
mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas social, perbedaan 
diantara kelas-kelas social yang ada. Termasuk dalam teori 
anomie dan teori-teori sub-budaya delinkuen. Teori kelas dapat 
dipandang sebagai (pendewasaan) teori-terori sosiologi criminal. 
Berbeda dengan teori-teori sebelumnya yang mencari sebab-
sebab kejahatan dari ciri-ciri yang terdapat atau yang melekat 
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pada orang atau pelakunya, teori kelas mncari di luar pelakunya, 
khususnya pada struktur sosial yang ada. 
2) Terori yang tidak berorientasi pada kelas social yaitu teori-teori 
yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas social. 
Tetapi dari aspek yang lain sperti lingkungan, kemiskinan. 
4. Jenis-jenis Pidana  
S.R Sianturi menbagi pidana ke dalam beberapa bentuk yaitu:
70
 
a. Pidana jiwa; pidana mati. 
b. pidana badan pelaku; pencambukan dengan rotan, pemotongan bagian 
badan (missal jari tangan) dicap bara “brandmaerk” dan lain sebagainya; 
c. pidana kemerdekaan pelaku; pidana penjara, kurungan, pembuangan, 
pengasingan,penawanan, dan sebagainya. 
d. pidana kehormatan pelaku mislanya pencabutan hak tertentu; 
pencabutan surat ijin mengemudi, pengumuman putusan hakim, teguran, 
dan lain sebagainya. 
e. pidana atas harta benda atau kekayaan; pidana denda perampasan 
barang, hingga membayar harga barang yang belum dirampas sesuai 
taksiran dan lain sebagainya.
71
 
 Bentuk-bentuk hukuman sudah tertuang dalam pasal 10 KUHP, 
adapun rumusannya sebagai berikut : 
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 Pasal 10 
a. Hukuman-hukuman pokok : 
1) Hukuman mati. 
2) Hukuman penjara. 
3) Hukpiuman kurungan. 
4) Hukuman denda. 
b. Hukuman-hukuman tambahan 
1) Pencabutan beberapa hak yang tertentu. 
2) Perampasan barang yang tertentu. 
3) Pengumuman putusan hakim. 
Untuk lebih rincinya penulis akan menguraikan jenis-jenis pidana 
menurut pasal 10 KUHP di atas sebagai berikut:
72
 
a. Pidana pokok 
1) Pidana mati 
Pidana mati merupakan ancaan pidan yang paling berat di 
dalam KUHP, pasal dalm KUHP yang ancaman hukuman 
maksimumnya berupa pidana mati antra lain pasal 104, pasal 111 
ayat(2), pasal 124 ayat(3) ke-1 dan ke-2, pasal 140, pasal,340,pasal 
365,pasal 368 ayat (2), pasal 444 huruf K ayat (2), pasal 479 huruf o 
ayat (2). 
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Tata cara pelaksanaan pidan mati diatur dalam penetapan 
presiden Nomor 2 tahun 1964 tentang cara pelaksanaan pidana mati 
oleh pengadilan di lingkungan perdilan Umum dan Militer. 
Sebelum adanya penetapan presiden ini, pidana mati di Indonesia 
dilakukan dengan cara digantung hingga mati. Namun setelah 
adanya penetapan presiden Nomor 2 tahun 1964, maka pidana mati 
dilakukan dengan cara ditembak hingga mati. 
2) Pidana penjara 
Menurut Erdianto Effendi, pidana penjara merupakan pidana 
berupa pembatasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana ke 
dalam suatu rumah penjara.
73
 Hukuman pidana penjara terdakwa 
harus menjalani masa hukumannya di dalam penjara atau dirumah 
tahanan (rutan). Ketentuan mengenai pidana penjara atau salah 
satunya diatur dalam pasal 12 KUHP, hukuman penjara itu dapat 
dikenakan seumur hidup atau sementara. Hukuman penjara minimal 
satu hari dan selama-lamanya adalah 15 (lima belas) tahun atau 20 
(dua puluh) tahun bagi kejahtan yang di ancam dengan hukuman 
mati atau seumur hidup. 
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3) Pidana kurungan  
Pidana kurungan merupakan pidana perampasan kemerdekaan, 
akan tetapi lebih ringan dari pada pidana penjara, keringanan 
ini antara lain.
74
 
a) Para terpidana merupakan kurungan mempunyai hak 
“pistole” artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan 
untuk mengurusi makan dan alat tidur atas biaya sendiri. 
b) Para terpidana mengerjakan pekerjaan-pekerjaan wajib 
yang lebih ringan dibandingkan dengan para terpidana 
penjara. 
c) Maksimum ancaman pidana kurungan selam 1 (satu) tahun, 
maksimum ini boleh sampai 4(empat) bulan dalam hal 
terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan, 
pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52 atau 52 a 
(pasal18). 
d) Apabila para terpidana penjara dan terpidana kurungan 
menjalani pidana, masing-masing dalam satu tempat 
pemasyarakatan, ,maka para terpidan kurungan harus 
terpisah tempatnya (pasal 28). 
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4) Pidana denda  
Pidana denda merupakan hukuman berupa kewajiban 
seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau 
menembus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang 
tertentu, maksimumnya sejumlah Rp0,25x15.
75
 
b. Pidana tambahan  
Pidana tambahan merupakan pidana yang bersifat menambahkan 
pidana pokok. Pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri, kecuali 
dalam hal tertentu yaitu perampasan barang tertentu. Pidana 
tambahan tidak wajib dijatuhkan sebagai sebuah sanksi pidana, tetapi 
dapat menambah pidana pokoknya. 
1) Pencabutan hak tertentu  
Hak yang boleh dicabut dengan keputusan hakim diatur dalam 
pasal 35 KUHP, hak-hak tersebut antara lain : 
a) Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang di tentukan; 
b) Hak masuk pada kekuasaan bersenjata; 
c) Hak memilih dab hak dipilih pada pemilihan yang dilakukan 
menurut undang-undang; 
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d) Hak menjadi penasehat atau penguasa alamat,wali curator, baik 
bagi dirinya maupun orang lain, kuasa bapak, kuasa wali dan 
penjagaan atas anaknya; 
e) Hak melakukan pekerjaan yang ditentukan (pasal 227) 
2) Perampasan Barang Tertentu 
Barang-barang yang boleh dirampas dengan keputusan hakim 
merupakan barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan dan 
barang-barang yang sengaja dipakai melakukan kejahatan. 
Pengaturan mengenai perampsan barang tertentu terdapat dalam 
pasal 39 KUHP. 
a) Barang kepunyaan terpidana yang diporeh dengan kejahatan 
atau yang dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan, 
dapat dirampas; 
b) Jika dijatuhkan hukuman lantaran melakukan kejahtab tiada 
dengan sengaja atau lantaran melakukan pelanggaran, dapat 
juga dijatuhkan hukuman merampas itu dalam hal tertentu 
dalam undang-undang; 
c) Hukuman merampas itu dapat dijatuhkan atas tanggungan si 
tersalah yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanyalah 
tentang barang yang sudah disita. 
3) Pengumuman Putusan Hakim 
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Sebenarnya semua putusan hakim sudah diucapkan dalam 
sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai hukuman tambahan 
putusan itu dengan istimewah disiarkan sejelas-jelasnya dengan 
cara ditentukan oleh hakim. Misalnya melalui surat kabar, radio, 
ditempel di tempat umum dengan biaya yang ditanggung 
terhukum.
76
 Mengenai pengumuman putusan hakim di atur dalam 
pasal 43 KUHP, pidan yang dapat dijatuhkan pidan tambahan 
dalam pasal 128 ayat (3), 206 ayat(1), 395 ayat(1), dan 405 ayat 
(2) KUHP. 
Jenis-jenis pidana yang disebtkan oleh S.R. Sianturi merupakan 
jenis-jenis pidana secara keilmuan, namun ini tidak semuanya di 
pergunakan lagi. Sejak diberlakukannya Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) berdasrkan Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 maka 
pidana ditetapkan sesuai dengan pasal 10 KUHP.
77
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang di Atur Dalam 
Hukum Pidana Positif 
Kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai kejahatan seksual, 
berbagai bentuk termasuk perkosaan, perbudakan seks dan atau perdagangan 
seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan atau 
penyalahgunaan seks dan aborsi. Kejahatan seksual di antaranya 
dikategorikan menjadi: non konsensual, yakni memaksa perilaku seksual fisik 
seperti pemerkosaan atau penyerangan seksual. Bentuk pelecehan psikologis, 
seperti pelecehan seksual, perdagangan manusia, seperti pedofilia dan 
semburit, kekerasan seksual, dan incest
78
. 
1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 
Di Indonesia terdapat beberapa Undang-undang yang sering digunakan 
dalam menegakan hukum terkait kekerasan seksual. Termasuk yang ada 
didalam KUHP, kekerasan seksual termasuk dalam kategori tindak pidana 
kesusilaan (zedelijkheid) yang terdapat dalam Bab XIV Buku II tentang 
Kejahatan Kesusilaan Pasal 281-303. Bentuk tindak pidana kesusilaan dalam 
KUHP yang dapat termasuk dalam bentuk kekerasan seksual, antara lain : 
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tindak perkosaan Pasal 285 Yang Menjelaskan Barangsiapa dengan kekerasan 
atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di 
luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan denagan pidana 
penjara paling lama dua belas tahun. Perkosaan dengan perempuan sedang 
dalam keadaan pingsan Pasal 286 Yang Menjelaskan Barangsiapa bersetubuh 
dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu 
dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, di ancam dengan pidana penjara 
paling lama Sembilan tahun. Persetubuhan dengan perempuan di bawah lima 
belas tahun Pasal 287 Yang Menjelaskan Barangsiapa yang bersetubuh 
dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahuinya atau 
sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya tidak jelas, bahwa belum 
waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 
sembilan tahun. dan pencabulan Pasal 289-290 Yang Menjelaskan 
Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang 
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam 
karena melakukan perbutan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan 
pidana penjara paling lama sembilan tahun 
79
. 
2. Kekerasan seksual menurut Undang-undang Perlindungan Anak. 
Kekerasan seksual menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
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Perlindungan Anak sangatlah jelas telah diatur pada Pasal 59 segala bentuk 
perlindungan khusus bagi anak korban yang di eksploitasi secara ekonomi 
atau seksual yaitu diatur pada Pasal 66, anak yang menjadi korban pornografi 
diatur pada Pasal 67B, anak yang menjadi korban kejahatan seksual yaitu 
pada Pasal 69A. Undang-undang tersebut secara singkat telah menjelaskan 
unsur yang masuk ke dalam kekerasan seksual terhadap anak, meskipun hanya 
menjelaskan 3 unsur tersebut. 
Selain peraturan Undang-undang diatas, di Indonesia masih 
menggunakan bebarapa Undang-undang yang digunakan untuk menegakan 
hukum yang berkaitan dengan anak, khususnya kekerasan seksual, beberapa 
Undang-undang tersebut antara lain adalah sebagai berikut : 
a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga. 
c. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. 
d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
3. Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga. 
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Kekerasan seksual juga diatur didalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu pada Pasal 
8 menjelaskan : 
a. Pemaksaan hubungan seksual dilakukan terhadap orang yang menetap 
dalam lingkup rumah tangga tersebut. 
b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup 
rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan 
tertentu. 
Kekerasan seksual yang dimaksudkan diatas adalah kekerasan seksual 
yang dialami anak dalam lingkup rumah tangga. Karna anak yang menjadi 
korban kekerasan seksual kurang lebih adalah orang-orang terdekat korban, 
semisal pelaku merupakan ayah kandung korban sendiri melakukan perbuatan 
kekerasan seksual, sehingga anak mengalami trauma yang berlebih. Dan bisa 
dikategorikan kekerasan seksual terhadap perempuan, misalkan perdagangan 
perempuan untuk tujuan seksual, eksploitasi seksual dan perbudakan seksual. 
4. Menurut Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi. 
Didalam Undang-undang tersebut menjelaskan serta mengatur tentang 
kekerasan seksual yang berbau pornografi, yaitu pada Pasal 4 Bab II Tentang 
Larangan dan Pembatasan yang berbunyi : 
Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, 
menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, 
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menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi 
yang eksplisit memuat: 
a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang. 
Merupakan persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, 
binatang, oral seks, anal seks, dan homoseksual. 
b. Kekerasan seksual. 
Merupakan persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan ( 
penganiayaan ) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan. 
c. Pornografi anak. 
Merupakan segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang 
melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak. 
Pada dasarnya sangatlah jelas Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 
tentang Pornografi, menjelaskan tentang adanya perilaku yang menyimpang, 
contohnya seperti kekerasan seksual, pornografi yang melibatkan anak-anak 
sebagai objek atau model untuk kepentingan pornografi. 
5. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak. Penjelasan umum dari Undang-undang tersebut 
Perlindungan anak menurut uraian secara sistematis mengenai latar belakang 
pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan, dimana disitu tertulis: 
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„‟Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
dicantumkan bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, 
tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
Seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kekerasan terhadap anak 
khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual semakin meningkat 
tajam. Oleh karena itu, negara perlu mengambil langkah-langkah yang 
optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi 
pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan tidak hanya 
memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi 
elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak‟‟. 
Sebagaimana diketahui PERPU Perlindungan Anak dibentuk 
berdasarkan pertimbangan ( konsiderans ) sebagai berikut
80
: 
a. Adanya jaminan dari negara terhadap hak anak atas kelangsungan hidup, 
tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
b. Adanya fakta bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat 
secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak 
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kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa 
kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. 
c. Fakta bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual 
terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah 
secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak
81
. 
Dalam hal ini sangatlah jelas pembuatan PERPU Perlindungan Anak 
dimunculkan ketika sejumlah kalangan, terutama Pemerintah Republik 
Indonesia menyatakan dalam berbagai kesempatan bahwa Indonesia sedang 
berada dalam status Darurat Kejahatan Seksual. PERPU Perlindungan Anak 
dibentuk sebagai bagian dari kebijakan yang diambil oleh Pemerintah 
Republik Indonesia melalui revisi atau perubahan kedua terhadap Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
82
. 
B. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksusal Terhadap Anak 
Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tegal 
Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia ( KBBI ) diartikan 
sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai 
suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu 
maksud tujuan, memecahkan suatu persoalan serta mencari jalan keluar. 
Sedangkan pengertian Polri menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 
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2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal-ihwal 
yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
Polres Resor Tegal mempunyai unit PPA atau bisa disebut Pelayanan 
Perempuan dan Anak. PPA ini dicakup sesuai dengan peraturan Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol :10 Tahun 2007 tentang 
Organisasi dan Tata Cara Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ( UNIT 
PPA ) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Unit Pelayanan 
Perempuan dan Anak ( PPA ) adalah unit yang bertugas memberikan 
pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang 
menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Unit 
PPA menyelenggarakan fungsinya sesuai yang terkandung didalam Pasal 4 
mengenai kedudukan tugas dan fungsi : 
a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum. 
b. Penyelenggaraan dan penyidikan tindak pidana. 
c. Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait. 
Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kekerasan yang dialami 
anak-anak, yang dapat merusak harkat dan martabat bangsa. Karena sesuai 
dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ,anak merupakan generasi penerus 
bangsa yang harus wajib dilindungi dari segala bentuk kekerasan.  
63 
 
 
 
Menurut Kepala Kanit PPA Aiptu Kardianto, S.H. untuk 
mengoptimalkan kinerja kanit PPA dan mencegah terjadinya kekerasan 
terhadap anak unit PPA melaksanakan pelayanan 24 jam. Unit PPA dalam 
mencegah kekerasan seksual terhadap anak lebih memprioritaskan hak-hak 
anak serta bantuan pendampingan terhadap anak sampai pada penyidikan. 
Perlindungan yang dilaksanakan unit PPA Pelres Resor Tegal terhadap 
kekerasan seksual terhadap anak tidak serta merta mengacu pada Undang-
undang Perlindungan Anak. Tetapi berdasarkan pelaksanaan Perkapolri 
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan 
Tata Cara Pemeriksaan Saksi atau Korban Tindak Pidana. Perlindungan 
terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilaksanakan unit PPA Polres 
Resor Tegal menggunakan perlindungan secara preventif dan perlindungan 
represif. 
1. Perlindungan Preventif 
Perlindungan secara preventif merupakan suatu tindakan yang dilakukan 
Polres Resor Tegal untuk mencegah semakin banyaknya kekerasan 
terhadap anak khususnya kekerasan seksual, dilakukan dalam bentuk 
penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat. 
2. Perlindungan Represif 
Perlindungan represif merupakan upaya yang dilakukan unit PPA Polres 
Resor Tegal dalam melaksanakan bentuk pelayanan terhadap anak yang 
menjadi korban kekerasan seksual, bertujuan untuk memberikan rasa 
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aman dan menjamin keselamatan fisik dan psikis korban sebagai pelapor 
atau saksi korban di wilayah hukum Polres Resor Tegal.
83
 
Upaya pencegahan yang dilaksanakan Polres Resor Tegal, yaitu : 
a. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat agar selalu tertib dan 
menciptakan rasa aman. 
b. Penyuluhan kepada masyarakat tentang tindak pidana kekerasan terhadap 
anak, khususnya kekerasan seksual. 
c. Penyuluhan di tingkat pendidikan atau di sekolah-sekolah, di tingkat 
universitas, pondok pesantren, karang taruna dan ibu-ibu PKK. 
d. Pelaksanaan penyuluhan mulai ditingkat desa dan kecamatan. 
e. Pencegahan serta peringatan kepada masyarakat terhadap ancaman atau sanksi 
pidana kekerasan terhadap anak terkhususnya kekerasan seksual. 
f. Menghimbau kepada masyarakat untuk saling bekerjasama dengan kepolisian 
jika mengetahui adanya kekerasan terhadap anak dan melaporkan. 
g. Memberikan peringatan dan bahaya dari kekerasan seksual terhadap anak serta 
dampak buruk bagi masa depan anak. 
h. Menghimbau para orang tua atau masyarakat saling menjaga anak, agar tidak 
ada unsur kekerasan terhadap anak. 
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i. Mengadakan penyuluhan hukum, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di 
wilayah Hukum Kabupaten Tegal, sehingga pengetahuan akan hukum masih 
rendah, oleh sebab itu harus diadakannya bimbingan dan penyuluhan tentang 
hukum dari aparat penegak hukum. 
Berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap anak, Polres Tegal tidak 
menampung anak korban kekerasan seksual, tetapi Polres Tegal telah bekerjasama 
dengan pihak instansi-instansi atau lembaga yang menaruh perhatian terhadap 
persoalan anak. Beberapa instansi yang bekerjasama dengan Polres Tegal adalah 
BAPAS ( balai pemasyarakatan ), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( Dinas P3A dan P2KB ), 
Dinas Sosial, Rumah sakit.
84
 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak pada Pasal 65, BAPAS (balai pemasyarakatan) bertugas : 
a. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, 
melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak 
selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya 
kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan. 
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b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, 
penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar 
sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA. 
c. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA 
bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya; 
d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak 
yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan. 
melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak 
yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan 
cuti bersyarat. 
Menurut Kepala Kanit PPA Aiptu Kardianto, S.H. jika pelaku masih 
dibawah umur maka upaya yang harus dilakukannya dengan memperhatikan 
hak-hak anak tersebut meskipun telah melakukan perbuatan tindak pidana. 
Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara 
manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Serta 
melakukan upaya Diversi, diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara 
anak dari proses peradilan pidana sampai keluar proses peradilan pidana.
85
 
Menurut Kepala Kanit PPA, Kardianto, S.H, kekerasan seksual yang 
terjadi di Kabupaten Tegal dapat dicegah. Pertama ditingkat keluarga, karna 
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keluarga adalah unit kecil yang dapat melindungi anak agar tidak terjadi 
kekerasan seksual yang menimpanya. Kedua, peran orangtua untuk lebih 
mengawasi anaknya misalkan anak yang hendak pergi bermain atau keluar 
rumah. Izin orangtua dan pengawasan orangtua terhadap anak mutlak dan 
diperlukan. Ketiga, ditingkat lingkungan atau masyarakat. Ke empat, ditingkat 
pendidikan, pendidikan sangatlah penting untuk mengajarkan upaya apa saja 
yang dilakukan pendidik untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual kepada 
anak-anak didalam ruang lingkup pendidikan. Kelima, kesadaran masyarakat, 
masyarakat yang sadar dengan adanya undang-undang Perlindungan Anak,       
maka akan senantiasa melindungi anak-anak yang ada dilingkungan dari 
berbagai kekerasan.
86
 
Menurut Kepala Kanit PPA, Kardianto, S.H, upaya perlindungan yang 
diberikan kepada anak korban kekerasan seksual adalah, pihak kepolisian 
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang melakukan pengaduan 
terhadap kepolisian terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, 
pihak kepolisian lebih mengedepankan hak-hak yang diperoleh anak dan 
melakukan pendampingan sampai ditingkat penyidikan, memberikan ruang 
khusus penyidikan, agar anak tidak merasa ketakutan ketika dimintai 
keterangan, penyidik yang bertugas adalah polwan, bekerjasama dengan Dinas 
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Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana ( Dinas P3A dan P2KB ), serta Rumah 
sakit. Untuk anak yang berhadapan dengan hukum pihak kepolisian melakukan 
proses Diversi, semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu 
bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk 
menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat.
87
 
Pencegahan kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh 
penegak hukum, tetapi pencegahan dapat dilakukan dirumah, dimasyarakat 
serta di sekolah-sekolah. Sebagai orang tua perlu mengupayakan agar kekerasan 
terhadap anak sebisa mungkin dicegah dan diatasi, pencegahan tersebut 
kemudian dapat dilakukan melalui langkah internal dan eksternal, pencegahan 
internal dapat dilakukan melalui diri anak sendiri dan juga pembekalan terhadap 
orang tua. 
Beberapa hal yang dapat dilakukan dengan pencegahan secara Internal 
antara lain : 
a) Bantu Anak Melindungi Diri, memberi pemahaman untuk tidak ada orang 
lain yang menyentuh dengan tidak wajar.  
b) Pembekalan Ilmu Bela Diri, pembekalan ilmu bela diri dapat menjadi 
salah satu solusi untuk anak terhindar dari korban kekerasan. 
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Mengajarkan anak untuk menjadi mental yang kuat. Bela diri dapat untuk 
membela diri sendiri jika ada ancaman-ancaman yang ada. 
c) Perkuat anak dengan pemahaman agama, setiap agama pasti mengajarkan 
kebaikan kepada pengikutnya. Mengajarkan untuk saling menghormati 
dan menghargai disamping ajaran-ajaran lain di setiap agama.  
d) Kenali lingkungan tempat anak kita bersekolah dan bermain, ini menjadi 
penting bagi orang tua untuk bisa mengenal dan mengetahui temen-temen 
dari anak kita dan orang tuanya  pun demikian dengan guru anak kita. Hal 
ini sangat penting dilakukan agar sebagai orangtua kita dapat berhati-hati 
dalam mempercayakan anak kita. 
Sedangkan Pencegahan Eksternal yang dapat dilakukan untuk tidak 
terjadinya kekerasan pada anak antara lain : 
a) Maksimalkan Peran Sekolah, Sekolah harus memiliki fungsi kontrol 
social, yakni sekolah memliki assessment (penilaian) terhadap perilaku 
anak. 
b) Laporkan kepada Pihak Berwajib, Hal terakhir yang harus dilakukan bila 
terjadi kekerasan fisik, psikis, ataupun seksual adalah segera melaporkan 
kepada pihak berwajib.
88
 
                                                             
88 Lusi ningtysa, “ Langkah-langkah Inovatif Mengurangi Kekerasan Terhadap Anak”, 
https://lusiningtyas.wordpress.com/2016/05/11/langkah-inovatif-mengurangi-kekerasan-terhadap-
anak/ Di akses tanggal 20 juni 2020 jam 23:38 WIB. 
70 
 
 
 
Pada dasarnya kekerasan seksual terhadap anak termasuk dalam 
perilaku atau tindak yang berbahaya terutama untuk korban yang terkena 
pelecehan seksual, kekerasan seksual sudah di atur dalam Undang-undang 
Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 24 Tahun 
2004 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan pada Pasal 69A Perlindungan 
khusus bagi anak korban kejahatan seksual dengan mengupayakan edukasi 
tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi 
sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, 
pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan 
mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang 
pengadilan. 
Segala bentuk kekerasan seksual yang dijelaskan di berbagai Undang-
undang yang berlaku, kekerasan seksual tetap mengacu pada Undang-undang 
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Undang-undang Nomor 17 
Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang secara signifikan memasukan 
unsur efek jera atau pidana tambahan berupa kebiri kimia, pemasangan alat 
pendeteksi elektronik serta rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana kekerasan 
seksual terhadap anak. 
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Berdasarkan data yang di peroleh Penulis Kekerasan Seksual di 
Kabupaten Tegal dari Tahun 2018-2020 Sebanyak 48 Kasus di antaranya :
89
 
Pencabulan 16 kasus, Pemerkosaan 19 kasus, Ekploitasi ekonomi 3 kasus, 
Pornografi 1 kasus, kekerasan fisik/pesikis 6 kasus, pembunuhan 1 kasus, 
Melarikan anak dibawah umur 1 kasus, Penelantaran/perlakuan salah 1 kasus. 
Berdasarkan data dapat di lihat bahwa kasus pemerkosaan paling tinggi 
diantara kasus lainya. Mengingat kasus kekerasan terhadap anak di wilayah 
kabupaten tegal terus meningkat maka dalam menegakan hukum khususnya 
Polres Tegal harus menegakan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan yang ada. 
 Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Resor Tegal 
menggunakan perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan secara 
preventif merupakan suatu tindakan yang dilakukan Polres Resor Tegal untuk 
mencegah semakin banyaknya kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan 
seksual, dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi kepada 
masyarakat. Sedangkan perlindungan represif merupakan upaya yang 
dilakukan unit PPA Polres Resor Tegal dalam melaksanakan bentuk 
pelayanan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, bertujuan 
untuk memberikan rasa aman dan menjamin keselamatan fisik dan psikis 
korban sebagai pelapor atau saksi korban di wilayah hukum Polres Resor 
                                                             
89 Data Penanganan Kekerasan Anak Polres Tegal. 
72 
 
 
 
Tegal. Serta agar terciptanya masyarakat yang tertib Polres Resor Tegal 
melakukan penyuluhan hukum, mengadakan Patroli secara rutin, sesuai 
dengan jadwal yang ditentukan oleh Kapolres. 
Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polres Resor Tegal dengan 
mengupayakan penyuluhan hukum serta mensosialisasikan Peraturan 
Perundang-undangan terkait pentingnya Perlindungan Anak dari bahaya 
kekerasan, khususnya kekerasan seksual terhadap anak. Pelaksanaan 
penyuluhan Polres Resor Tegal dari tingkat desa, kelurahan dan kecamatan, 
khususnya daerah yang rawan adanya tindak pidana kekerasan seksual 
terhadap anak. Penyuluhan tidak hanya di masyarakat, tetapi di tingkat 
pendidikan atau di sekolah-sekolah, universitas, pondok pesantren. 
Pencegahan tidak hanya dilakukan oleh penegak hukum saja, tetapi dapat 
dilakukan di rumah, lingkungan masyarakat. Maka dari itu penegakan hukum 
yang dilakukan oleh Polres Resor Tegal sesuai dengan apa yang menjadi 
kewajiban bagi aparat penegak hukum. 
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BAB IV 
PENUTUP  
A. Kesimpulan 
1. Kekerasan seksual dalam hukum positif diatur dalam Undang-undang 
Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang nomor 44 tahun 
2008 tentang pornografi, Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang 
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 
tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 
tahun 2002 tentang perlindungan anak, Kitab Undang-undang hukum 
pidana, Undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang penghapusan 
kekerasan dalam rumah tangga. 
2. Upaya pencegahan kepolisian resort tegal menggukanakan upaya 
preventif dan represif, dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi 
kepada masyarakat dan menjamin rasa aman bagi anak. Dan upaya 
represif merupakan upaya dalam melaksanakan bentuk pelayanan 
terhadap anak yang menjdi korban kekerasan seksual. Untuk kelebihan 
dari upaya pecegahan yang di lakukan dari pihak kepolisian resort tegal 
sudah cukup baik dan cepat dalam pelayanan ketika mendapat 
pengaduan dari masyarkat. Sedangan kekurangannya terletak pada 
dalam melakukan tindakan pihak kepolisian menunggu jika ada yang 
melapor dari pihak korban maupun masyarakat. 
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B. Saran 
1. Di Indonesia sudah banyak Undang-undang yang mengatur tentang 
kekerasan seksual, khususnya Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 
tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 
tentang perlindungan anak, secara khusus menambahkan hukum pidana 
dan hukuman kebiri kimia pada pelaku, tetapi belum bisa memberi efek 
jera bagi pelaku tindak kejahatan seksual. Oleh sebab itu penegakan 
bagi aparat penegak hukum harus bertindak seadil-adilnya. 
2. Untuk Polres Resor Kabupaten Tegal untuk lebih giat menindak 
lanjutin pelaku kekerasan seksual dengan tegas dan adil, agar pelaku 
kekerasan seksual tidak semakin meningkat, sehingga hak anak benar-
benar dilindungi. Dan Untuk Unit PPA Resor Kabupaten Tegal untuk 
menunjang penegakan hukum Polres Pesor Tegal harus menambahkan 
fasilitas berupa ruangan khusus penyidikan bagi anak yang menjadi 
kekerasan seksual serta penambahan personil penyidik untuk 
menangani perkara kekerasan seksual terhadap anak. 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
                 DAERAH JAWA TENGAH 
     RESOR TEGAL           
 
DATA PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK 
DI POLRES TEGAL TAHUN 2018 
 
NO. TINDAK PIDANA 
BULAN (JUMLAH) 
JUMLAH 
JAN FEB MAR APRL MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES 
1. Kekerasan terhadap anak              
a.  Kekerasan fisik - - - - - 1 - - - - 1 - 2 
b.  Kekerasan psikis - - - - - - - - - - - - - 
c.  Persetubuhan/cabul 1 - 1 - 1 - - 2 1 1 1 - 8 
d.  Penelantaran anak - - - - - - - - - - - - - 
e.  Eksploitasi ekonomi/seksual anak - - - - - - - - - - - - - 
f.  Diskriminasi terhadap anak - - - - - - - - - - - - - 
g.  Perdagangan anak - - - - - - - - - - - - - 
h.  Keterlibatan anak dalam Narkotika - - - - - - - - - - - - - 
2. Kekerasan terhadap perempuan              
a.  Kekerasan fisik (KDRT) 1 - - - - - - - - - - - 1 
b.  Kekerasan psikis (KDRT) - - - - - - - - - - - - - 
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c.  Penelantaran (KDRT) - - - - - - - - - - - - - 
d.  Kekerasan seksual (KDRT) - - - - - - - - - - - - - 
e.  Perkosaan / Perbuatan Cabul - 1 - - - - - - - - - - 1 
f.  Penganiayaan - - - - - 1 - - - - - - 1 
Slawi,    Juli 2020 
KANIT PPA POLRES TEGAL 
 
KARDIANTO, S.H. 
AIPTU NRP 76040396 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
                 DAERAH JAWA TENGAH 
     RESOR TEGAL           
 
DATA PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK 
DI POLRES TEGAL TAHUN 2019 
 
NO. TINDAK PIDANA 
BULAN (JUMLAH) 
JUMLAH 
JAN FEB MAR APRL MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES 
1. Kekerasan terhadap anak              
i.  Kekerasan fisik - - - - 1 - - 1 - - 1 - 3 
j.  Kekerasan psikis - - - - - - - - - - - - - 
k.  Persetubuhan/cabul - 1 1 1 3 - 5 - - - 1 1 13 
l.  Penelantaran anak - - - - - - - - - - - - - 
m.  Eksploitasi ekonomi/seksual anak - - 2 - - - - - - - - - 2 
n.  Diskriminasi terhadap anak - - - - - - - - - - - - - 
o.  Perdagangan anak - - - - - - - - - - - - - 
p.  Keterlibatan anak dalam Narkotika - - 1 - - - - - - - - - 1 
2. Kekerasan terhadap perempuan              
g.  Kekerasan fisik (KDRT) - - - - - - - - - - - - - 
h.  Kekerasan psikis (KDRT) - - - - - - - - - - - - - 
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i.  Penelantaran (KDRT) - - - - - - - - - - - - - 
j.  Kekerasan seksual (KDRT) - - - - - - - - - - - - - 
k.  Perkosaan / Perbuatan Cabul - - - - - 1 - - - - - - 1 
l.  Penganiayaan 1 - - - - - - - - - - - 1 
Slawi,    Juli 2020 
KANIT PPA POLRES TEGAL 
 
KARDIANTO, S.H. 
AIPTU NRP 76040396 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
                 DAERAH JAWA TENGAH 
    RESOR TEGAL            
 
DATA PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK 
DI POLRES TEGAL TAHUN 2020 
 
NO. TINDAK PIDANA 
BULAN (JUMLAH) 
JUMLAH 
JAN FEB MAR APRL MEI JUN 
1. Kekerasan terhadap anak        
a.  Kekerasan fisik - - - - - - - 
b.  Kekerasan psikis - - - - - - - 
c.  Persetubuhan/cabul 1 - - - 1 1 3 
d.  Penelantaran anak - - - - - - - 
e.  Eksploitasi ekonomi/seksual 
anak 
- - - - - - - 
f.  Diskriminasi terhadap anak - - - - - - - 
g.  Perdagangan anak - - - - - - - 
h.  Keterlibatan anak dalam 
Narkotika 
- 1 - - - - 1 
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2. Kekerasan terhadap perempuan        
a.  Kekerasan fisik (KDRT) - - - - 1 - 1 
b.  Kekerasan psikis (KDRT) - - - - - - - 
c.  Penelantaran (KDRT) - - - - - - - 
d.  Kekerasan seksual (KDRT) - - - - - - - 
e.  Perkosaan / Perbuatan Cabul - - 1 - - 1 2 
f.  Penganiayaan - - - - - - - 
 
 
 
 
 
Slawi,    Juli 2020 
KANIT PPA POLRES TEGAL 
 
KARDIANTO, S.H. 
AIPTU NRP 76040396 
 
 
 
